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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Di Indonesia hutan terancam kekayaan alamnya baik itu dari
alam ataupun dari tangan manusia itu sendiri. Untuk itu pemerintah melakukan
pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien,
dan profesional guna menjamin keterlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk
kesejahteraan bagi masyarakat.

Kerusakan hutan di berbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya
perang Dunia | memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di Negara
berkembang, kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya

pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang tela ditetapkan

secara yuridis.

Penebangan Kayu llegal (illegul logging) nyatanya hingga saat ini masih
hampir terjadi di seluruh dunia, namun yang paling parah justru banyak dilakukan di
kawasan Asia pasifik, khususnya di Negara-negara Amerika latin, Benua Afrika, dan
ASEAN yang keadaanya makin hari semakin mengkhawatirkan. Diduga illegal

logging yang menghancurkan jutaan hektare hutan hujan tropis ini, diatur oleh




semacam sindikat yang terkordinasi rapi sehingga pihak berwajib pun sulit untuk
membongkarnya

Menghadapi kenyataan seperti ini diperlukan langkah-langkah pengamanan
yang efisien dan efektif mungkin, dengan cara pengamanan hutan oleh Polri dan
masyarakat serta seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab
bersama dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negri termasuk keamanan
hutan

Lahirnya Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar
penegakan hukum terhadap aksi 'illegal logging di Indonesia memang dirasakan
belum maksimal. Polri sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap suatu tindak pidana masih banyak mengalami hambatan dan
keterbatasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu bentuk
penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan ini
dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau yang
berkenaan laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang illegal
logging.

Dalam melakukan tugasnya penyidik di bidang tindak pidana kehutanan

selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berlandaskan kepada Undang-Undang

'“Yang dimaksud dengan /LLEGAL LOGGING berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang

Pemberantasan Penebangan Kayu llegal (lllegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan llegal adalah
penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah”,



No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan KUHAP. Selanjutnya berdasarkan pasal 7

ayat (2) KUHAp dinyatakan adanya kordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

Pada hakekatnya penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan
salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan
kehutanan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan
yang diinstruksikan untuk disidik.

Penyidik menurut pasal 1 huruf 1 KUHAP adalah Polisi Negara Republik
Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Keberadaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil didorong oleh suatu kebutuhan akan aparat penegak hukum di bidang
tertentu yang disebabkan perkembangan dewasa ini. Keberadaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil secara implisit diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP dengan
wewenang sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar
hukumnya.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana
berada dalam satu komponen yang sama dengan Polri sehingga oleh karenanya
KUHAP mengatur pula bahwa di dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pegawai
Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai

dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam



pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut

dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang selalu dihadapi Polri khususnya
keterbatasan personil di bidang penyidik, dan keterbatasan pengetahuan di bidang
tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang
terjadi. Meskipun kewenangannya selaku penyidik umum memungkinkan Polri
menjangkau semua jenis tindak pidana. Dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUHP telah ada organ
atau intansi di luar Polri yang menanganinya, termasuk tindak pidana di bidang
kehutanan yang penyidikannya dan penanganannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Kehutanan.

Berdasarkan keterangan diatas, saya menulis skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam

Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di point A tadi, maka saya dapat merumuskan

permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

I. Apakah peran atau wewenang PPNS Kehutanan dan Polri dalam melakukan

penyidikan Tindak Pidana llleggal Logging.




2. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan

dalam Tindak Pidana Illegal Logging.

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkupnya hanya dibatasi pada kedudukan
dan kewenangan PPNS Kehutanan untuk kewenangannya diatur dalam Pasal 77
Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang

Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
I. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
penanggulangan tindak pidana di bidang Kehutanan khususnya Illegal
Logging.

2. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan

dalam tindak pidana Illegal Logging.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain:

I. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

khusus nya kepada masyarakat akademika Universitas Sriwijaya mengenai




“pengetahuan Hukum Pidana Di Bidang Wewenang PPNS Kehutanan Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging™.

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan
atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di Lembaga Negara
Khususnya Departemen Kehutanan Sumatera Selatan dan para teman teman

aktifis Lingkungan Hidup.

F. Metode Penelitihan

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian,

maka penulisaan menggunakan teknik sebagai berikut:

1

88

Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Penelitian Hukum Empiris. Pada penelitian hukum yang diteliti adalah
mengkaji bagaimana Realitas atau Kebenaran di lapangan Kewenangan PPNS
Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging.
Jenis dan Sumber Data

Penelitian Hukum Empiris dilakukan dengan mengumpulkan data
dengan Invetigasi data di lapangan, dengan cara wawancara, mencatat dan
memahami dokumen dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi. Data sekunder dalam penelitian hukum ini disebut

bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penulusuran kepustakaan yang

bersumber dari:




a.

Bahan Hukum Primer

Bahan baku primer, yaitu bahan baku yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang Undangan Pasal 6
ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan
sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS
kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya
diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang

KSDA.
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini
meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan baku yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan

hukum tersier pada penelitian ini diantaranya adalah Indeks Majalah




~

J.

Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi

ataupun menunjang data penelitian.

Teknik Pengolahan Data

Apabilah data telah terkumpul dengan baik, maka diolah dengan jalan:

a. Data yang diperoleh diperiksa apakah data tersebut benar dan untuk data
yang benar diambil, sedangkan data yang kurang lengkap harus dilengkapi
untuk menghindari dari kesalahan data yang telah terkumpulkan.

b. Data-data yang telah diperiksa selanjutnya dikelompokan sesuai dengan
sub-sub pokok bahasan masing-masing. Pengelolah data dilakukan untuk
mempermudah menginterpretasikan data dan memberi arti data yang

diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Analisis Data

Analis data adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan lebih muda dimengerti. Setelah tahap
pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data
tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistimatis, kemudian
dianalisa secara deskritif kualitatif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara
mengambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek

dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak




yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil investigasi tersebut
kemudian diinterprestasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap

permasalahan yang diajukan.
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